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ABSTRAK

Perdagangan Orang sering disebut sebagai fenomena ‘gunung es' karena banyaknya
kasus yang terjadi namun hanya sedikit sekali yang dilaporkan. Korban
Perdagangan Orang banyak dijumpai berasal dari orang-orang yang memiliki posisi
rentan seperti perempuan, anak-anak dan lansia yang memiliki posisi rentan dan
tidak jarang mereka juga memiliki keterbatasan dalam hal ekonomi. Upaya
pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana
Perdagangan Orang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kasus perdagangan orang pernah terjadi di
Yogyakarta, dan terakhir kali diputus di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tahun
2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan
perempuan korban tindak pidana perdagangan orang dan apa pertimbangan hakim
dalam putusan No .72/Pid-Sus/2019/PN-Yyk.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian pustakabfary Researc)y adalah
metode pengumpulan data-data tertulis, yang bersumber dari Putusan No. 72/Pid-
Sus/2019/PN.Yyk, buku, perundang-undangan, dan data-data tertulis yang
berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan
metode yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang berfungsi
mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data
atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis
dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Teori yang digunakan sebagai
pisau analisis dalam penelitian ini yaitu Teori Viktimgldgiori Pemidanaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan No. 72/pid-
sus/2019/PN.Yyk tidak mencantumkan perlindungan korban dalam bentuk
restitusi. Sebab, syarat untuk mendapatkan restitusi adalah korban atau wakil
korban mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada LPSK atau lembaga
pelayanan perlindungan perempuan di daerah tempat terjadinya peristiwa.
Perlindungan yang dapat diperoleh korban berupa perlindungan hukum vyaitu
dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang oleh hakim divonis 4 tahun
penjara dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- subsider 3 bulan kurungan. Hakim
memperoleh putusan dengan membuat pertimbangan yang mengutamakan asas
keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Kata Kunci : perdagangan orang, perlindungan korban, viktimologi



ABSTRACT

Human Trafficking is often referred to as the ‘Iceberg’ phenomenon due to the large
number of cases that occur but only very few are reported. Victims of
Human Trafficking are often found coming from people who have a vulnerable
position such as women, children and the elderly who have a vulnerable position
and not infrequently they also have limitations in terms of the economy. The
government's efforts to provide protection for victims of the criminal act of Human
Trafficking are regulated by Law no. 21 of 2007 concerning the Eradication of the
Crime of Human Trafficking. Cases regarding human trafficking had occurred in
Yogyakarta, and the last time they were decided at the Yogyakarta District Court
in 2019. This study aims to find out how to protect women victims of the crime of
trafficking in persons and what the judges consider in decision No.72/Pid-
Sus/2019/PN-Yyk.

This type of research, namely library research, is a method of collecting
written data, which originates from Decision No. 72/Pid-Sus/2019/PN.Yyk, books,
legislation, and written data related to this research. The approach in this study uses
normative juridical methods. This research is descriptive analytical in nature which
functions to describe or give an overview of the object under study through data or
samples that have been collected as they are without conducting analysis and
making general conclusions. The theory used as an analytical knife in this research
is the theory of victimology, the theory of punishment.

The results of the research show that in decision no. 72/pid-sus/2019/PN.Yyk does
not include victim protection in the form of restitution. This is because the condition
for obtaining restitution is that the victim or the victim's representative submits an
application in advance to the LPSK or the women's protection service agency in the
area where the incident occurred. Protection that can be obtained by victims is in
the form of legal protection, namely by imposing a sentence on the defendant who
is sentenced by the judge to 4 years in prison and a fine of Rp. 150,000,000, - a
subsidiary of 3 months in prison. Judges obtain decisions by making considerations
that prioritize the principles of justice, legal certainty and expediency.

Keywords: human trafficking, victim protection, human rights.
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MOTTO

“ Don’t Stop When You're Tired.

Stop When You're Done.”

-David Goggins-
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan Manusia atbluman Trafficking merupakan salah satu kejahatan
yang sudah sering didengar di kalangan masyarakat baik nasional maupun
Internasional sebagai suatu bentuk dari perbudakan dan juga salah salah satu
pelanggaran terhadap eksistensi dari Hak Asasi Manusia. Kejahatan ini kemudian
diiringi dengan semakin pesatnya perkembangan zaman yang kemudian semakin
berkembang juga modus kejahatannya. Kejahatan ini dapat terjadi kepada siapa saja
mulai dari anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya memiliki
keterbatasan dalam hal ekonomi dan sedang dalam situasi dan kondisi yang rentan.
Di masa lalu, perdagangan orang hanya dipandang sebagai pemindahan secara
paksa keluar negeri untuk tujuan prostitusi, kerja paksa secara ilegal yang biasanya
berlangsung lamaUntuk memahami lebih jauh lagi, Perdagangan Orang adalah
tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau
penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau
posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain

1Chairul Badriah Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perempuan dan AngBgndung:
Erlangga, 2005), him. 2



tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan
eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Jika dilihat dari banyaknya laporan yang masuk ke LPSK (Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban), Wakil Ketua LPSK, Ridwan Partogi Pasaribu
mengungkapkan bahwa selama 2021 LPSK menerima sebanyak 147 saksi dan/atau
korban yang mengajukan permohonan perlindungan terkait tindak pidana
perdagangan orang, dan dalam keterangannya disebutkan bahwa dari 147 pemohon,
126 diantaranya merupakan korban perdagangan orang yang terdiri dari 120 korban
perempuan dan sisanya adalah laki fakdleh karena itu perempuan adalah
kelompok masyarakat yang paling rentan menjadi korban dari Tindak Pidana
Perdagangan Orang.

Tindak Pidana Perdagangan Orang telah meluas dalam bentuk jaringan
kejahatan yang terorganisir maupun tidak terorganisir. Indonesia sebagai Negara
hukum memiliki payung hukum yang bisa dijadikan landasan dalam mengatasi
tindak pidana perdagangan orang ini, salah satunya adalah Undang-Undang No.21
Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang telah
mengatur khusus terkait dengan pidana minimal dan maksimal bagi pelaku. Di
Indonesia, tindak pidana perdagangan orang erat kaitannya dengan praktik
prostitusi yang kebanyakan korbannya adalah perempuan. Menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia, Prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau

2 Putu Indah Savitri, “LPSK Terima Laporan 147 Kasus Perdagangan Orang Sepanjang
Tahun2021ttps://www.antaranews.com/berita/2670669/Ipsk-tariid 7-permohonan-kasus-
perdagangan-orang-pada-202kses 1 Maret 2022.
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hadiah sebagai suatu transaksi perdagahdgisa diartikan juga sebagai suatu
perbuatan melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan yang
bukan istri atau suami, yang dilakukan di tempat tertentu untuk memperoleh
kemanfaatan berupa materi/uang. Prostitusi dan perdagangan orang sering disalah
artikan sebagai suatu hal yang sama, padahal sebenarnya berbeda jika dilihat dari
kehendak yang terlibat dalam prostitusi dengan orang yang terlibat dalam
perdagangan orang. Keduanya dapat dibedakan dari siapa pelaku atau dalang dari
tindak pidana itu. Dalam tindak pidana perdagangan orang, pelakunya disebut
Human Trafficker dan dalam prostitusi orang yang berada di belakang pelaku
adalatbrokeratau perantaraProstitusi akan dikatakan sebagai suatu tindak pidana
perdagangan orang apabila pekerja seksual merasa terpaksa atau merasa di
eksploitasi.

Dewasa ini, praktik perdagangan orang semakin marak beredar dan
biasanya pelakunya adalah orang terdekat dari korban itu sendiri, yang
mengakibatkan korban enggan melaporkan terkait tindak pidana perdagangan
orang ini karena takut akan menyusahkan orang orang disekitarnya. Salah satunya
adalah yang terjadi di Yogyakarta pada tahun 2019. Berdasarkan putusan
No0.72/Pid.Sus/2019/Yyk. Kepolisian yang sedang bertugas untuk melakukan
operasi penyedia layanan sex melalui media sosial dalam rangka operasi cipta

kondisi untuk melakukan pengungkapan dan penangkapan atas terjadinya

8 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prostitusikses 21 Februari 2022

‘Ria, “Awas Salah Memahami Prostitusi Sebagai TPPO”
https://www.hukumonline.com/berita/a/awas-salah-memahami-prostitusi-sebagai-tppo-
[t573blab569542kses 21 Februari 2022




perdagangan manusia menemukan sebuah postingan melalui facebook di sebuah
akun yang memposting tentang ikla@pen Threesonie“Open Threesome”
sendiri terdiri dari kata threesome’ dalam bahasa Inggris yang artinya
kelompok/regu tiga orang, damgen’yang artinya membuka. Wikipedia menyebut
dalam seksualitas manudiareesomeadalah aktivitas seksual yang melibatkan tiga
orang dalam waktu yang samaipabila dikonotasikan kearah iklan layanan
seksual, makaOpen Threesonmienerupakan suatu penawaran untuk melakukan
hubungan seksual yang melibatkan 3 (tiga) orang dalam pelaksanaannya. Jadi
dalam kasus ini, terdakwa dengan menggunakan akun facebook milik korban
memposting iklan yang menawarkan jasa berhubungan seksual bertiga. Pada saat
penangkapan oleh petugas, belum sempat terjadi hubungan seksual dikarenakan
saksi yang memesan layanan itu ingin agar terdakwa keluar dari kamar hotel karena
saksi tidak ingin dilihat, namun terdakwa menolak padahal transaksi sudah
dilakukan, kemudian datanglah petugas untuk melakukan penangkapan pada
terdakwa. Dalam kasus posisi ini juga terdakwa bukan pertama kali menjual istrinya
untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain demi mendapatkan
keuntungan, melainkan sudah 4 (empat) kali. Akhirnya, hakim pada perkara ini
memutus bersalah terdakwa dengan pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia
No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 53 ayat (1)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan menjatuhkan pidana penjara selama 4

5 Firmauli Sihaloho, “Pernah Dengar Threesome? Begini 5 Faktanya yang Ditemukan
Seorang Penelitihttps://pekanbaru.tribunnews.com/2017/11/09/perratgdr-threesome-begini-
5-faktanya-yang-ditemukan-seorang-penelgkses 6 Agustus 2022.
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(empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar
Rp. 150.000.000 subsider 3 (tiga) bulan kururfgan.

Dari kasus tersebut penulis tertarik untuk meneliti terkait dengan
perlindungan perempuan korban tindak pidana percobaan perdagangan orang dan
juga menganalisis terkait putusan hakim apakah sudah sesuai dengan asas asas
keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Tindak pidaman trafficking
terutama terhadap perempuan seharusnya tidak terjadi dan menjadi perhatian lebih
bagi pemerintah dan pihak yang terkait untuk mendapatkan penanganan dan
mengupayakan perlindungan yang ekstra bagi korban tindak pidana perdagangan

orang ini, terkhusus perempuan dan anak.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang akan diteliti
adalah:
1. Bagaimana upaya perlindungan korban tindak pidana perdagangan
orang dalam Putusan no.72/Pid-Sus/2019/PN.Yyk?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap
pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam putusan no.72/Pid-

Sus/2019/PN-Yyk?

6 Putusan Pengadilan Negeri No.72/Pid.Sus/2019/Pn.Yyk
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C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan Penulisan
Tujuan Penulisan yang hendak dicapai oleh penulis adalah:

a. Untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan korban tindak
pidana perdagangan orang.

b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman
terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam putusan
no.72/Pid-Sus/2019/Pn.Yyk.

2. Kegunaan Penulisan
Kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah,
memperkaya, dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum
khususnya ilmu hukum pidana, serta dapat dijadikan referensi
keilmuan di bidang hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan
tindak pidana perdagangan orang.

b. Secara Praktis, hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan
bagi penulis dan masyarakat untuk lebih mengetahui dan memahami
dalam kehidupan sehari hari, tentang bagaimana penjatuhan hukuman
dan upaya perlindungan hukum bagi pelaku dan korban tindak pidana
perdagangan orang.

D. Telaah Pustaka
Setelah melakukan penelusuran dari beberapa karya ilmiah untuk menunjang

penulisan karya ini serta melihat pada beberapa karya tulis yang pernah dilakukan



sebelumnya, penulis menemukan beberapa literasi yang memiliki subjek penelitian
yang sama yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah
dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan
penelitian yang sudah ada dengan yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni Noer Septaningrum
pada 2013 dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam skripsi
yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidamafficking (Studi Putusan
Pengadilan Negeri Yogyakartd)yang membahas mengenai penegakan hukum
tindak pidanatrafficking dan upaya yang diambil pemerintah dalam melakukan
penegakan hukum kasdsafficking yaitu dengan menerbitkan Undang-Undang
No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta
perlindungan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum. Penelitian
yang dilakukan oleh Anggraeni Noer Septaningrum ini memiliki topik yang hampir
sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Perbedaan dalam penelitian ini
adalah penelitian milik Anggraeni membahas mengenai penegakan hukum dan
apakah penegakan hukum telah melindungi korban, sedangkan penelitian yang
penulis lakukan membahas mengenai perlindungan korban dengan menggunakan
teori viktimologi dan pertimbangan hakim terhadap sebuah putusan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Zhafran Anas Firdaus pada tahun
2020 dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam skripsi yang

berjudul “Tinjauan Yuridis Penetapan Sanksi Minimum dalam Pidana Perdagangan

"Anggraeni Noer Septaningrum, “Penegakan Hukum Tindak Pidleafficking (Studi
Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta)” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta (2013).



Orang (Studi Putusan Nomor : 419/Pid-Sus/2020/PN.SRINing membahas
mengenai penjatuhan pidana atas putusan No. 419/Pid-Sus/2020/PN-SMN yang
merupakan kasus perdagangan orang telah mendapat sanksi pidana yang adil atau
belum, serta pertimbangan hakim dalam memutus sanksi pidana denda dalam
putusan tersebut. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah
bahwa penulis meneliti terkait perlindungan korban dari putusan nomor 72/Pid-
Sus/2019/PN-Yyk dengan menggunakan teori viktimologi namun juga mencari tau
terkait pertimbangan hakim dalam melakukan vonis hukuman kepada pelaku dari
tindak pidana perdagangan orang.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Wiwit Solechah pada tahun 2011
dari Universitas Negeri Semarang dalam skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis
Atas Pemberatan Pidana Perdagangan Oranafficking)”® yang membahas
tentang bentuk pemberatan pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang
No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan
adakah ketentuan khusus yang mengatur tindak perdagangan orang sebelum dan
sesudah lahirnya Undang-Undang no.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya
ketentuan ketentuan khusus mengenai tindak pidana perdagangan orang sebelum
dan sesudah lahirnya undang-undang No.21 Tahun 2007. Dan bentuk pemberatan

pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 yang dapat

8 Zhafran Anas Firdaus, “Tinjauan Yuridis Penetapan Sanksi Minimum dalam Pidana
Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor : 419/Pid-Sus/2020/PN.SMN)” Skripsi Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).

Wiwit Sholechah, “Analisis Yuridis Atas Pemberatan Pidana Perdagangan Orang
(Trafficking)”, Skripsi Universitas Negeri Semarang (2011)
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ditinjau dari pelaku atau subjek tindak pidananya. Perbedaannya dengan penelitian
yang penulis lakukan adalah untuk mencari tahu mengenai bagaimana perlindungan
hukum bagi korban dan bagaimana majelis hakim memutus perkara tentang
percobaan tindak pidana perdagangan orang.

Keempat, Jurnal Hukum yang ditulis oleh Helesven Simamora, Hisar
Siregar, dan Budiman N.P.D Sinaga pada tahun 2019 dari Universitas HKBP
Nommensen yang berjudul “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Orang yang
Membantu Atau Melakukan Percobaan Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan
No: 668/Pid.Sus/2018/PN MedartY’, yang membahas mengenai analisis
penegakan hukum terhadap orang yang membantu atau melakukan percobaan
tindak pidana perdagangan orang yang dilihat berdasarkan kasus putusan.
Penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa perdagangan orang disebabkan bukan
hanya satu faktor tetapi multi faktor yaitu lemahnya penegakan hukum, kemiskinan,
gaya hidup hedonis, urbanisasi, rendahnya kesempatan mengenyam pendidikan dan
kurangnya lapangan pekerjaan. Serta upaya upaya yang dapat dilakukan dalam
menanggulangi kejahatan perdagangan orang adalah dengan melakukan
pengawasan di tempat yang rawan terjadi perdagangan orang. Perbedaannya
dengan penelitian ini adalah, jurnal milik Helesven Simamora hanya berfokus
kepada faktor faktor penyebab terjadinya perdagangan orang dan upaya penegakan

hukum bagi pelaku tindak pidana membantu dan/atau ikut serta dalam perdagangan

0Helesven Simamora, Hisar Siregar, dan Budiman N.P.D Sinaga, “Analisis Penegakan
Hukum Terhadap Orang yang Membantu Atau Melakukan Percobaan Perdagangan Orang (Studi
Kasus Putusan No: 668/Pid.Sus/2018/PN Medan), PATIK : Jurnal Hukum, Volume 08 Nomor 02,
(Agustus 2019), Page : 150 — 158.



orang. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan guna mengetahui mengenai
perlindungan bagi korban perdagangan orang dan bagaimana hakim
mempertimbangkan putusan dari kasus yang penulis jadikan bahan acuan
penelitian.

Kelima, Jurnal hukum yang ditulis oleh Okky Chahyo Nugroho pada tahun
2018 pada Jurnal Penelitian Huku?e JurePusat Penelitian dan Pengembangan
Hak Asasi Manusia yang berjudul “Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan
Tindak Pidana Perdagangan Ora8ta(e’s Responsibility in Mitigation of Human
Trafficking Crimg”’'* yang membahas mengenai pertanggungjawaban Negara
dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang dan hambatan yang
dihadapi di Nusa Tenggara timur yang menjadi objek dari penelitian. Penelitian ini
menemukan bentuk pertanggungjawaban Negara dalam menangani kasus tindak
pidana perdagangan orang adalah dengan membentuk gugus tugas pencegahan dan
penanganan. Namun gugus tugas ini ternyata belum optimal karena bersifat
koordinatif dan adanya praktik sistem penempatan TKI yang tidak memberikan
perlindungan sejak dini sehingga bertentangan dengan upaya pencegahan
perdagangan orang. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini
membahas mengenai perlindungan korban perdagangan orang dan petimbangan

hakim dalam memutuskan hukuman bagi pelaku perdagangan orang.

10kky Chahyo Nugroho, “Tanggungjawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana
Perdagangan Orangtate’s Responsibility in Mitigation of Human Trafficking Chtneurnal
Penelitian Hukum De Jure Kemenkumham, Vol. 18 No. 4, (Desember 2018), him 534-560.
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E. Kerangka Teoritik
1. Teori Viktimologi
Dalam negara hukum penting untuk adanya penghargaan dan komitmen
menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara sama
kedudukannya dimata hukumquality before the lawPasal 27 ayat (1) UUD
1945 menegaskan bahwa:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualiny&t.”

Prinsip tersebut bukan hanya tertuang dalam Undang-Undang Dasar
1945 saja melainkan lebih utama dan seharusnya terdapat di dalam pelaksanaan
dan implementasinya. Dalam proses penegakan hukum (peradilan pidana) yang
bertumpu pada hukum pidana dan acara pidana, negara melalui organ-
organnya mempunyai hak atau kewenangan untuk menjatuhkan pidana (
puniend). Apabila tindak pidana terjadi, maka terhadap pelaku akan ditindak
melalui proses peradilan dengan memberikan sanksi pidana. Korban tindak
pidana dan masyarakat secara otomatis diwakili oleh negara dengan cara
mengadili dan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan
terdakwat®

Viktimologi berasal dari bahasa latictima yang berarti korban dan

logosyang berarti ilmu. Secara terminologisktimologi berarti suatu studi

12 undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1)

13 Bambang WaluyoYiktimologi perlindungan korban dan sak&lakarta:Sinar Grafika,
2019), him 1-3.
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yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-
akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu
kenyataan sosial. Menurut kam@ime Dictionary bahwa victim adalah
“orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental,
kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha
pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan laithyai.”
artinya orang yang mendapat penderitaan fisik atau mental, kerugian harta
benda atau mengakibatkan kematian atas suatu perbuatan bisa disebut sebagai
korban dari pelanggaran atau tindak pidana.
Manfaatviktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama,
yaitu:*®
a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak korban dan
perlindungan hukum.
b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu
tindak pidana.
c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.
Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai faktor penyebab
munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya
mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban

kejahatart® Karenanya, mempelajaviktimologi terdapat 3 area utama yang

14 AbdussalamYictimology,(Jakarta:PTIK, 2010), him 5.
15 Rena YuliaViktimologi Perlindungan Hukum.hjm 39.

16 Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultonyrgensi Perlindungan Korban Kejahatan
Antara Norma dan Realit¢)akarta: Raja Grafindo Persada, 2007), him. 33
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akan menjadi perhatian yaitu melihat interaksi antara korban dengan sistem
peradilan, melihat pada aspek psikologis kejahatan pada korban, dan melihat
hubungan antara korban dengan pelaku kejahatan.

Ruang lingkup atau objek studiktimologi dan kriminologi dapat
dikatakan sama, bedanya adalah titik tolak pangkal pengamatannya dalam
memahami suatu viktimisasi kriminal, yaituktimologi dari sudut pihak
korban sedangkan kriminologi dari sudut pihak pefdkieori modern tentang
viktimologi mencoba menjelaskan mengapa beberapa orang lebih mungkin
menjadi korban kejahatan dibandingkan yang lain. Teori modern dalam
viktimologiini kemudian dibagi menjadi 3 teori, yaitu:

a. Victim Precipitation Theory

Teori ini berpendapat bahwa korban berkontribusi pada kejahatan yang
dialaminya dan merugikan mereka. Kontribusi tersebut bisa melalui
fasilitasi untuk korban victim facilitation) atau provokasi korban.
Viktimologi sebagai sebuah studi tentang korban bermula dari teori
presipitasi korban. Teori presipitasi ini memiliki perspektif bahwa korban
bukan saja bertanggung jawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga
memiliki keterlibatan dalam terjadinya kejahatan. Menurut teori

presipitasi ini, terdapat tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si

17 Arief Gosita,Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangddakarta: Akademika
Pressindo, 1993), him 39
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korban untuk terjadi, kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak
terjadi jika tidak ada provokasi si korb&h.

b. Lifestyle Exposure and Daily Routine Theory
Menurut teori ini, kemungkinan seseorang menjadi korban sangat
bergantung pada gaya hidup. Orang-orang dengan profil demografis
tertentu lebih rentan mengalami viktimisasi kriminal karena gaya hidup
mereka telah mengekspos munculnya situasi yang mengandung resiko.
Viktimisasi adalah suatu proses yang menyebabkan seseorang atau suatu
kelompok menjadi korbalf. Dengan gaya hidup tertentu dan perilaku
tertentu yang terus berulang, dapat menjadikan seseorang berada dalam
situasi yang berisiko tinggi untuk menjadi korban.

c. Deviant Place Theory
Seseorang dapat menjadi korban karena mereka tinggal di daerah/area
sosial dengan tingkat kejahatan tinggi yang tidak teratur secara sosial di
mana mereka memiliki risiko terbesar untuk bersentuhan dengan pelaku
kejahatan. Dalam teori ini berpendapat bahwa korban harus menghindari
apa yang disebut sebagai tempat yang buruk atau tempat dengan tingkat

kejahatan tinggi untuk menghindari serangan.

18 Amira Paripurna, dkkYiktimologi dan Sistem Peradilan Pidar{®leman: Deepublish,
2021), him 18..

9ibid, him 15.
20 |bid, him 23.
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2. Teori Pemidanaan
Tujuan Pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, y&ftu:

a. Untuk menakut-nakuti orang banyak maupun orang tertentu yang sudah
melakukan kejahatan agar tidak melakukan kejahatan lagi.

b. Untuk memperbaiki dan mendidik orang yang melakukan kejahatan agar
menjadi orang yang baik dan bisa bermanfaat bagi lingkungan
masyarakat.

Tujuan pemidanaan adalah arah yang seharusnya ingin dicapai dari
penjatuhan pidana atau dapat diartikan sebagai maksud yang hendak
didapatkan dari pemberian pidana/pemidanaan. Tujuan pemidanaan juga
berfungsi agar pidana yang dijatuhkan sesuai dengan keadaan terpidana
sehingga bisa mencapai tujuan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat,
bukan dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. KUHP yang saat
ini masih berlaku tidak memuat tentang tujuan pemidanaan. Namun dalam
pasal 51 RUU KUHP tahun 2022 menyebutkan bahwa tujuan pemidanaan
yaitu :

a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma
hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;

b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan

pembimbingan agar menjadi orang yang baik;

2Wirjono ProdjodikoroHukum Acara Pidana di IndonesiéSumur Bandung:Bandung,
1981), him. 16
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c. Menyelesaikan  konflik yang ditimbulkan akibat Tindak
Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan
damai dalam masyarakat;

d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada
terpidana.

Pemidanaan disini tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat
seseorang sebagai manusia. Apabila dihubungkan dengan teori pemidanaan,
tujuan yang dirumuskan dalam konsep RUU KUHP ini berlandaskan pada teori
pemidanaan relatif yang memiliki tujuan untuk mencapai manfaat untuk
melindungi masyarakat dan menuju kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu,
Tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan kepada pelaku dengan
menekankan adanya sanksi yang harus didapatkan oleh pelaku sebagai
tujuannya, melainkan untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan.
Pemidanaan merupakan bagian penting di dalam hukum pidana. Hal ini karena
pemidanaan merupakan puncak atau ujung dari seluruh proses
pertanggungjawaban seseorang yang telah melakukan tindak fidana.

Pada umumnya teori pemidanaan terbagi menjadi 3, yaitu:

a. Teori Absolutatau Teori Pembalasan
Muladi mengatakan bahwa Teori Absolut memandang bahwa
pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan

sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya

22Shidgi Noer Salsa, “Kejahatan Perdagangan Orang Sebagai Kejahatan Terorganisasi
Transnasional Menurut Teori Diskriminasi dan Pemidangamalretrieval, Vol 1.1 (2021), him
69-89.
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kejahatan itu sendiri. Kemudian, teori ini mengedepankan bahwa sanksi
dalam hukum pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan
yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan
kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk
memuaskan tuntutan keadil&hOleh karena itu, teori ini menjelaskan
bahwa pidana dijadikan sebagai suatu alat pembalasan atas apa yang
dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Bukan secara langsung sebagai alat
untuk melindungi masyarakat dan korban dari tindak pidana yang akan
terjadi di masa yang akan datang. Teori ini memungkinkan bahwa pelaku
kejahatan dapat mengulangi kembali perbuatannya dan tidak memberi
efek jera, melainkan justru menimbulkan dendam dan perasaan tidak
terima dalam benak pelaku.

Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori relatif atau teori tujuan menjatuhkan pidana tergantung
pada kemanfaatan bagi masyarakat. Dan lebih kepada untuk mencapai
tujuan memperbaiki penjahat. Teori Relatif memandang pemidanaan
bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana
mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju
kesejahteraan dan timbul tujuan pencegahan yang ditujukan untuk
masyarakat. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal dan

bermaksud untuk mencegah terjadinya kejah#tan.

237ainal Abidin Farid Hukum Pidana,l(Sinar Grafika:Jakarta, 2007), him. 11

2Ayu Efritadewi, Modul Hukum Pidana, (Umrah Press:Tanjungpinang, 2020), him 9.
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c. Teori Gabungan
Teori Gabungan merupakan gabungan dari teori absolut dan teori relatif.
Berdasarkan teori ini pemidanaan didasarkan atas pembalasan dan tujuan
pidana itu sendiri. Karena itu, harus ada keseimbangan antara
pembalasan dengan tujuan pemberian pidana terhadap seseorang yang
melakukan kejahatan. Hal ini agar tercapai suatu keadilan dan kepuasan
masyarakat®
F. Metode Penelitian
Metodologi penelitian adalah ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui
dalam suatu proses penelitian, atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam
mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengefaPeaelitian
ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian
normatif empiris §pplied law researchyaitu penelitian yang obyek kajiannya
menggunakan data pustaka berupa putusan pengadilan No.
72/Pid.Sus/2019/PN.Yyk sebagai sumber datanya. Kemudian untuk melengkapi
data data tertulis lainnya, penulis menggunakan buku, jurnal, skripsi atau
penelitian yang pernah ada, dan peraturan perundang-undangan.

2. Sifat Penelitian

Zibid, him. 10

26 Rianto Adi,Metodologi Penelitian Sosial dan Huku(@raniat:Jakarta, 2004), him.1.
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Sifat penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian
deskriptif yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran
(deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan
pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum
tertentu yang terjadi dalam masyarakaBeperti tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui upaya perlindungan hukum korban tindak pidana perdagangan
orang dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak
pidana perdagangan orang yang berdasarkan pada Putusan No. 72/Pid-
Sus/2019/PN. Yyk.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini
menggunakan pendekatan kasus dengan cara melakukan telaah terhadap Putusan
Pengadilan No. 72/Pid-Sus/2019/PN.Yyk yang telah berkekuatan hukum tetap,
kemudian untuk mengembangkan analisis penulis menggunakan teori-teori, asas-
asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
Tindak Pidana Perdagangan Orang.
4. Sumber Data
Sumber Data dalam penelitian ini menggunakan :

a. Data primer berupa Putusan No. 72/Pid-Sus/2019/PN.Yyk serta

ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang No 21

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,

27 Abdulkadir MuhammadHukum dan Penelitian HukunGet.1, (Bandung : PT. Citra
Aditya Bakti, 2004), him.49
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Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta data wawancara terhadap
hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta .

b. Data Sekunder sebagai sumber data penunjang bagi data primer berupa
jurnal, buku-buku, makalah, artikel dan hal lain yang membahas hal yang
terkait dengan pokok pembahasan.

c. Data Tersier sebagai sumber data penunjang bagi data sekunder berupa
Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sumber sumber dari internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah dalam penelitian yang tujuan utama
penelitian adalah mendapatkan d&t@eknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penulisan penelitian ini adalah wawancara dengan narasumber untuk
memperoleh informasi secara langsung dan terbuka agar penulis bisa mendapatkan
beberapa informasi akurat yang berhubungan dengan penelitian ini serta studi
kepustakaan yaitu dengan melakukan pencarian data dan informasi melalui
dokumen tertulis maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung proses
penulisan.

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan mengurai sesuatu sampai ke komponen-komponen
dan kemudian menelaah hubungan masing-masing komponen dengan keseluruhan

konteks dari berbagai sudut panddhgAnalisis data dalam penelitian ini

28 Andi PrastowoMetode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian,
(Ar-Ruzz Media:Yogyakarta, 2016),him 208.

2% Sri Mamudii, dkk,Metode Penelitian dan Penulisan HukufBadan Penerbit Fakultas
Hukum Universitas Indonesia:Jakarta, 2005), him.64.
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menggunakan analisis kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data
deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun
lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang

utuh3°©

G. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yang menguraikan
tentang penelitian yang akan dibahas. Adapun pembagian nya sebagai berikut :

BAB I, berisi tentang pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode
penelitian dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum dari apa
yang dibahas pada penelitian yang dilakukan penulis.

BAB Il, membahas terkait tinjauan umum tindak pidana perdagangan orang
yang meliputi pengertian tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, dan unsur-unsur
tindak pidana. Setelah itu, untuk melengkapi kajian terkait dengan tindak pidana
perdagangan orang dibahas pula tinjauan umum mengenai perdagangan orang yang
meliputi pengertian perdagangan orang, unsur-unsur tindak pidana perdagangan
orang, bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan orang, dan penyebab terjadinya
tindak pidana perdagangan orang. Lalu, demi melengkapi pula terkait dengan
perlindungan korban dibahas pula kajian mengenai tinjauan umum perlindungan

terhadap korban tindak pidana perdagangan orang

30 Sperjono Soekant®enelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan SingKaakarta:Raja
Grafindo, 2011), him 12.
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BAB lll, berisi tentang gambaran umum dari putusan No. 72/Pid-
Sus/2019/PN. Yyk yang meliputi isi putusan no.72/Pid-Sus/2019/PN.Yyk secara
keseluruhan dan pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
putusan.

BAB IV, membahas terkait dengan perlindungan hukum terhadap
perempuan korban tindak pidana percobaan perdagangan orang yang meliputi
upaya perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang dan juga bagaimana
pertimbangan hakim dalam putusan no.72/Pid-Sus/2019/PN.Yyk.

BAB V, penulis akan menarik kesimpulan dan juga saran berdasarkan

permasalahan yang diteliti.
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BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya,
dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam putusan no.72/Pid-Sus/2019/Pn.Yyk belum
mengikutsertakan pasal khusus untuk melindungi korban. Perlindungan yang
diberikan oleh pengadilan hanya melalui pemidanaan dengan memberikan
hukuman 4 tahun penjara agar memberikan efek jera bagi pelaku sehingga
diharapkan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Jika korban ingin
mendapatkan perlindungan berupa restitusi harus diupayakan dengan melibatkan
LPSK. Sedangkan untuk perlindungan tidak langsung, pada setiap kabupaten atau
kota dibentuk gugus tugas atau pusat pelayanan terpadu yang menjalankan tugas
untuk melayani pengaduan, pelaporan, dan pendampingan terhadap korban
perdagangan orang. Gugus tugas ini memiliki layanan berupa rehabilitasi
kesehatan, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, dan pemulangan dan reintegrasi serta
pemberdayaan.

Dalam putusan no.72/Pid-Sus/2019/PN.Yyk, terdakwa terbukti telah
melakukan tindak pidana percobaan perdagangan orang. Pertimbangan hakim
melihat kepada terdakwa yang merupakan tulang punggung keluarga, dan korban
yang merupakan istrinya bersedia memaafkan kesalahan terdakwa, maka hakim
telah memenuhi asas keadilan karena telah mempertimbangkan dari sisi korban
yang masih memaafkan terdakwa. Pemeriksaan pada bukti dan saksi juga

merupakan perwujudan dari asas kepastian hukum dengan menjatuhkan pidana
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terhadap terdakwa pidana penjara 4 tahun dan denda Rp. 150.000.000 subsider 3
bulan kurungan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Karena
terwujudnya asas keadilan dan kepastian hukum, maka terwujud pula asas

kemanfaatan hukum bagi seluruh masyarakat.

2. Saran
Berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, peneliti
memberikan saran sebagai berikut:

a. Pemerintah sebaiknya lebih sering melakukan kegiatan kegiatan
penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan
pemahaman yang lebih baik tentang peran masyarakat dalam berbagai
upaya penanggulangan kejahatan dan tanggung jawabnya dalam
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

b. Aparat penegak hukum hendaknya lebih sering lagi melakukan Operasi-
Operasi seperti Operasi Cipta Kondisi yang dilakukan dalam kasus yang
penulis analisis, demi adanya ketertiban di masyarakat dan menghindari
maraknya kasus perdagangan orang yang terjadi namun tidak ada laporan.

c. Masyarakat diharapkan lebih waspada lagi terhadap kejahatan dengan motif
baru dan lebih bisa menjaga orang-orang yang ada disekitarnya. Terutama
perempuan jangan mudah dan terlalu menurut untuk melakukan hal-hal
yang sekiranya akan merugikan diri sendiri dan yang bertentangan dengan
norma norma yang ada di masyarakat meskipun hal itu datang dari orang
terdekat sekalipun serta jangan enggan untuk mengajukan upaya upaya

perlindungan secara hukum untuk diri sendiri.
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